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Meskipurn tujuannya mengormunikasikan hasil kerja pansus,
o saat ini DPR terpecah rmenvikapi wacana
rapat konsultasi tersebut.

Astri Novaria
dor

vang mcnyarankan. agar ra-
pat ko:nsultd:n ltu dilakukan

. Gstif@nedic.

Fahri TTamzah

menganggap

rapat konsul-
tasi yang diinginkan Pansus
Angket KPK bersama dengan
Presiden Joko Widodo bukan
bentuk intérvensi dari Péeme-
rintah.

Menurutnya, pertermuan
tersebut scimata bentuk ko-
munilkasi kerja Pansus Ang
ket KPk kepada pemimpin
negara. “Presiden permimpin
rtertinggi eksekutif karena
KPK lembaga eksekutif juga.

Tentu harus mengetahui
dan mengantisipasi temuan
sementara yang akan dila-
porkan DPR pada 28 Seprem-
ber nanti.” ujar 'ahri.

Menurut Fahri, melalui
rapat konsultasi tersebut,
pemerlntah bisa menyusun
tindak lanjut rekomendasi
yang nantinya akan dikeluar-
kan Pansus Hak Angket KPK.
DPR ridak bisa mengeksekusi
hasil rekomendasi yang dike-
luarkan pansus.

“Semua keputusan pansus
tidak dieksekusi oleh DPR.
Yang bisa mengcksekusi itu
presiden. DPR bisa apa? Bisa
rigomong doang kan.,” ung-
kapnwva.

Meskipun tujuannya ialah
untuk mengomunikasikan ha-
sil kerja pansus. Fahri meng-
akul saat ini DPR terpecah
menyikapiwacana rapat kon-
sultasi rersebut. Ada pihak

AKIL Ketua Dl;’R

KPK menyvampaikan hasil
kerjanya di paripurna.

“Saya kira dua hal ini yang
sedang didialogkan dan tentu
nanti dalam rapim kami akan
bawa juga. Kalau perlu, di-
bamuskan. Tapi intinya pen-

dapat itu. sama-sama sedang

bérkg.—unbang dan kita lihat
nanti mana yang akan di-
ambil sebagai keputusan.”
tammbah 'ahri.

Tidak perlu
Wakil Ketua DPR dari Fraksi
PAN Taulilk Kurniawan justru
berpendapat sebaiknya Pre-
siden Udak dilibatkan dalam
- hak angket DPR.
Oleh karena iru, ia tidak
scpendapat soal rencana Pan-
»sus Angket KPK vang ingin
rapat konsultasi dengan Pre-
siden. 2 L
“Ini sebetulnya domain
DI'R. Kalau kemudian peme-
rintah dibawa-bawa, disam-

Paikan sebelum paripurna -

sudah harus konsultasi de-
‘ngan Presiden, terkesan sco-
lah-olah ada intervensi.” ujar
Taufilk.

Ia mengungkapkan me-
mang ada dua pendapat yang
berkembang di internal parle-
men; perlunya diiakukan ra-
pat konsultasi antara Pansus
Anglket KI'K dan Presiden dan
vang tidak. =

Perbedaan dua sikap ter--

sebut, kata Taufik, sebagian
besar menilai bahwa pansus

ale Angket

ialah domain DPR.
Pihak yang tidak setuju ti-

“ldakingimpermerintah seclah-

olah ditarvik-tarik dengan
pansus angket.

“Konsultasi dengan presi-
den bukan suatu keharusan
karena tidak diatur. Maka
sebaiknya kalau ada komu-
nikasi dengan pemerintah,
lebih baik komunikasi dengan
partai yang ada di koalisi da-
lam konteks informal. Tapi
kalau konteksnya rapat kaon-
sultasi, lkan, sudah formal ka-
rena rapat konsultasi diatur
tatib dan ULT MD3.”

Sekretaris I'raksi PAN DPR
Yandri Susanto menilai ti-
dak pas jika Pansus Angket
KPK berkaonsultasi dengan
Presiden.

Pasalnya rekomendasi un-
tuk pertemuan tersebut be-
Tum disampaikan dalam rapat
paripurna pada 28 September
2017,

Yandri menyarankan agar
Pansus Angket KPK inembuat
laporan dengan data vang
akurat ufituk disampaikan di
forum rapat paripurna. Na-
mun, ia juga meminta agar
Pansus Angket KPK harus me-
nerima ranggapan meskipian
hasilnya tidak sesuai dengan
apa vang diinginkan.

“Saya harap pansus buart
laporan sedetail dan serinci
mungkin yang dapal dipaha-
mi oleh DPR, publik, dan pe-
merintah. PAN sepakat tugas
Pansus tidak diperpanjang,
cukup sampai Z8 Scptember,”
tambah Yandri. (Ant/P-2)
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